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*a  bahwa pada t&hl.m a}amn 2003 [ 2004 akan dibangun SMA Negeri. 1 .
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b. Bahwa untuk manampung siswa SMP yang tamat tahun :uﬂa.fznm 4 -.'--

" maka telah’ direncangkan penerimaan .slswd baru “SMA Negerd 1 .
Bonlomarannu Kabupaten Gowa sebanyak 3 (‘tiga ) Kelas yang Proses
Belajar Mengajamya ditempatkan pada SMA Nageri 1 Sungguminasa’”

C. bahwa unluk memenuhi maksud diatas, - perlu diterbitkan  izin
.Operasional. il

t : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1559 tentarig Fembentukan Daerah
Till di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1859 NomoriT4 ===
; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)

., 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang sistem Pendidikan *
e Nasional { Lembaran MNegara Rl. Tahun 2003 Nomor 78 T.Emubahan
- Negara Rl Nomor 4301) =

2ty 3 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentahg Femannl:ah Daarah
.. \Lembaran MNegara Rl Nomar Tahun 2!3"4 Nomor 125 Tambahan

i+ - Negara Rl Nomor 4437) ' e T i v
.. 4, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1E|'£=D lent.ang Fendldman{if i
i .menengah atas. b Fogal
4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1998 lentang kmﬂmasl kagmr.an ek
+". instansi vertikal didaerah. . 3 Ko '*-
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11z operasional ini mulai beriaku pada tanggal ditetankan
. ketentuan apabila dikemudian harl ternyata tﬂ-l'dﬂ.pi?t kakaiMn maﬁaagian:
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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISAST DAN TATA EKERJA UNIT PELAKBANA TEENIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN

Menimbang

Mengingat

2

-
1

s |

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E2A

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

hahws unmik melaksanakan ketentuan Pasal 8 avat (14}
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maks dalam rangka pelaksanaan tUgas tekmnis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Suiawesi Selatan, perlu membenrtuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negeri;

bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubermur Sulawesi Selatan tentang Crganisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes Selatan;

Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan MNasional! (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor T8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamur Sipil
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noinor S494];

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik [ndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peruhahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teatang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
r Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105];

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5887);

B. Peratuiran Daerah Provinai Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinai Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 293;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
FADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWEE] BELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provins Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulaweai Selatan.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinai Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sckolah Menengah Atas Negeri.
Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

!1. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dan tugas.
. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang

merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada

lampiran yang merupakan bagian ddak terpisahkan dari Peraturan Gubemnur
ini.

(3] UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat cleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

(4] Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
yvang mewilayahi masing-maging UPT,

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1} Susunan organisasi UPT terdiri dan:
a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2] Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tuges Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

(1} Kenala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasiltan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi:
4. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sckaolah Menengah

Atas Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

c. pelakssnasn evaluasi dan pelaporan pelaksansan pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Neger{,

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberilkan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliput:

L] A L] i
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikut rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,

perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UFT;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah

Menengah Atas Negen; _

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri,

i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinean guru, tenage fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyarakat;

|. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

. mengoordinasilan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuasngan, kurikulum, serta
sarana dan prassrana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanasn kegiatan ekstrakunluler;

p. mengoordinasiken pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait
dan masyarakat;

q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanasn kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur 3ipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan
saran pertimbangsn kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan sesuaf

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Urnian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

{11 Suhhasian Tata Usaha dinimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
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(2) Uraian tugas sebagaimana djmaksud pada ayat (1), meliputi:

.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

- naskah dinae;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;

. mengoordinasikan dan melakukan pengolahen dan penyajian data dan

informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi kevangan,
mengoordinasikan dan melakukan pelavanan ketatausahaan;
menggerdinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
mengoordinasikan dan melakubkan kegiatan kehumasan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan, dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

BAEB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf e
adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(1)

(2]

(1)

(2]

(3]

(4]

s
BAB VI
. TATA KERJA

. Pasal 7
Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarkd, koordinasi,
kerja sama, intepgrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntahbilitas, transparansi,
serta efektvitas dan efisiensi.

Pasal 8

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arashan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing.

Setiap laporan vang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebrjakan telkmis UPT.

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,

melalukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta
melakaanakan rapat koordinasi secara berkala dan /atau sesuai kebutuhan.

Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan Lkerjasama dengan instanai

pemerintah /swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlantar palaksanaan tupgas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGHATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional

di

lingkungan UPT, dilakeanakan oleh pejabar yang berwensng berdasarkan

ketentuan - peraturan perundang-undangan.

BAEB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

{1l Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengejar serta untuk
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(2] Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau
nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Ditetapkan di Makassar
tanggal 26 Jammard Zm7
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LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOUR
TANGGAL
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWES!I SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWES] SELATAN

e el

KEPALS UPT

TalA LEAHA

SIFABAGLAN ‘

JARNTAN ]




LAMPIRAN 11 : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 99 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JANUART 2017

TENTANG : ORGANISAST DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH

MENEZNGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN
PROVINS| SULAWESI SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA THIT PELAKSANA TEHNIS SEHOLAN NENENGAR
ATAE NEGER] PADA DINAS PENDIDIKAN

PROVINE] SULAWES] BELATAN

NO - KAB/KOTA LA_!::HA SATUAN PENDIDIKAN —

1 ] 3 4

L |UPT. Wil Bantaerg SMi NEGER] L BANTAENG SMAN 1 BANTAENG
2 |UPT. Wil Bantaerg SMA NEGERI 1 BISSAPY SMAN 2 BANTAENG
3 |UPT. Wil Bantaerg SMA NEGERI 1 TOMPOBLULLY SMAN 3 BANTAENG
4 |UPT. Wil Banmeng SMA HEGERI 2 BANTAENG SMAM 4 BANTAENG
S |UPT. Wil. Bantaeng SMA MEGERI L EREMERASA SMAM 5 BANTAENG
& |UPT, Wil Bantaeng 5MA NEGERI 1 ULU ERE SMAN & BANTAENG
7 |UPT. Wil Barru SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU

B |UPT. Wil Barru SMAN 1 SOPPENG RIA|A SMAN I BAHHLU

5 |UFT. Wil, Barru SMAN 1 TANETE RILAL SMAN 3 BARRU

G |UPT, Wik Barru SMAN 1 MALLUSETASI SMAMN 4 BAREL

11 |UPT. Wil Barru SMAM | TANETE RIAJ& SMAN 3 BAKRU

12 (GPT. Wil Barru SMAN 2 BARRU SMAN 6 BARRU

13 {LUPT, Wil Bane SMAN 1 WATAMPONE SMAN 1 BONE

i 14 [UPT. Wil.Bone SMAN 1 MARE SMAN 2 BOME

15 |UPT. Wil Bone SMAN 2 WATAMPONE SMAN 3 BONE

16 |UPT. Wil Hone SMAN 1 AJANGALE SMAN 4 BONE

17 JUFE Wil Bone SHAN 1| LAPPARIA}A SMAN 5 BONE

18 [UPT. Wil. Bone SMAN 1 KAHU SHAN & BONE

: 19 FUPT. Wil Bone SMAN 5 WATAMPOMNE SMAN TBONE

20 |UFT. Wil Bone SHAN 1 KAJUARA SMAN 8 BONE
21 |UPT. Wil Bone SMAN 3 WATAMPORE SMAN 9 BONE

22 1UPT. Wil, Rone SMAN 1 TONRA SMAN 10 BONE

23 [UPT. Wil. Bone SMAMN 1 LIBURENG SHMAN 11 BONE

Z4 |UPT. Wil Bone ismn 1 SIBULUE SMAN 12 BONE

25 |UPT.Wil. Bone |SMAN 4 WATAMPONE SMAN 13 BONE
26 |UPFT.Wil, Bone [SMAN 1 TELLUSIATTINGE AMAN 14 BONE

27 JUPT. Wil Bone |5'|U|.H 1 ULAWENG SMAN 15 BONE

28 JUPT.Wil Bone ISMAN 1 AWANGPOME SMAN 16 BONE

29 UPT. Wil Bane SHAN 1 LAMURL SKAN 1T BONE

30 |UPT. Wil. Bone SMAM 1 CINA SMAN 18 BONE

31 [UPT. Wil. Bone SMAN 1 PATIMPENG SMAN 19 BONE

32 |UPT. Wil Bone SHAN 1 AMAL] SMAM 20 BONE

33 |UPT.#il Bone SKAN 1 SALOMEKED SHAM 21 BONE




| ]
o SRRk m::nn SATUAN PENDIDIKAN i
1 2 5 3 4
81 |UPT. Wil Gowa SMAN 1 BONTOMARANNU SMAN B GOWA
82 |UPT. Wil. Gowa SMAK 1 PALLANGGA SMAN 9 GUWA
83 |UPT. WiL Gowa SMAN 2 SUNGGUMINASA SMAN 10 GOWA
B4 |UPT. Wil. Gowa SMAN 1 TOMBOLO PAD SMAN 11 GOWA
85 |UPT. Wil Gowa  |SMAN 1 PARIGI SMAN 12 GOWA
86 |UPT. WiL Gowa SMAN 1 BONTOKOMPO SELATAN SMAN 13 GOWA
87 |UPT. Wik Gowa SMAN 3 SUNGGUMINASA SMAN 14 GOWA
B8 |UPT. Wil. Gowa SMAN 1 BONTOLEMPANGAN SMAN 15 GOWA
9  |UPT. Wil. Gowa SMAN 1 BIRINGRULL SMAN 16 GOWA
90 [UPT. Wil. Gowa SMAN 1 BUNGAYA SMAN 17 GOWA
91 |UPT. Wil Gawa SMAN 1 MANLIL SRLAMN 18 SODWA
G2 JUPT. W, Gowa SMAN 1 BAJENG BARAT SMAN 19 GOWaA
| 93 |UPT. Wil Gowa SMAN 2 PALLANGCA SMAN 20 COWA
G4 JUPT, Wil Gowa SMAN 1 PATTALLASSANG SMAN 21 GOWA
95 [UPT, Wil. Gowa SMA NEGERI 1 BAROMBONG SMAN 22 COWA
96 |UPT. Wil jenepanze  |SMAK 1 BINAMU SMAN 1 JENEPONTO
97 [UPT.WiL jencponm  |SMAK 1 TARALATES SMAN Z JENEPONTO
S8 JUPT. Wil jenegunio EMAN 2 BINAML SMAN 3 |ENEPDNTD
5% |UPT. Wil leneponto SMAN 1 BANGKALA HARAT SMAN ¢ |ENEPONTO
100 [UPT. Wil feneponto  |SMAN 1 BATANG SMAN 3 JENEPONTO
101 |UPT. Wil Jeneponta  |SMAN 1 XELARA SMAN 6 [ENEPONTO
102 |LPT. WiL Jeneponta SMAN 1 BANGKALA EMAN 7 [ENEPONTO
| 103 [UPT. Wil jeneponts |SMAN I TURATEA SMAN 8 |ENEPONTO
104 [UPT. WL feneponts SMA NEGERI KHUSUS JENEPONTO SMAN § [ENEPONTO
105 |UPT. Wil jeneponis  |SMAN 1 BONTORAMBA SMAN 10 JENEPONTG
106 |UFT. Wil lenepanto SMAN 1 ARUNCGEEKE SMAN 11 JENEPONTO
107 {UPT. Wil jeneponto  |SMAN 2 BONTORAMERA SMAN 12 [ENEPONTO
108 [UPT. Wil Jeneponta  |SMA Negen 2 Tamalaces SMAN 13 JENEPONTO
109 |UPT. Wil jenepantn SMA Megeri 1 Rumbla SMAN 14 JENEPONTD
110 |':"i ET- WL Hapolouss SMAN 1 BENTENG SMAN 1 SELAYAR
111 ”E;‘rr_'" Kepulauan o\ iAM 1 BONTOMATENE SMAN 2 SELAYAR
112 ;LE?;'T" Kepulauan o\ AN 1 BONTOSIKUYY SMAN 3 SELAYAR
113 ;"e': Wil Kepulauan  ou AN 1 PASIMASUNGGU TIMUR SMAN 4 SELAVAR
o {Selavar
tia (05 Wil Kapubiuan L AN BONERATE SMAN 5 SELAYAR
115 g;;”' Repulauan oy AN 1 PASIMARANNY SMAN & SELAYAR
116 ;:E"- Kepulausn  |ou AN 1 BONTOHARD SMAN 7 SELAYAR
117 Sﬂmﬁgll REpUlauan ol AN 1 BUKI SMAN 8 SELAYAR
| 118 E.TE“' i SMA NEGERI 1 BONTOMANAT ChiAW O EET Avan




